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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT)
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243 /PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT);

bahwa untuk menyederhanakan administrasi
pengelolaan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) untuk
mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing
business) dan memberikan kepastian hukum dalam
penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu melakukan
perubahan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan
(SPT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (la), ayat (1b),
ayat (2), ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8),
Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang, serta Pasal S5 ayat (4) dan
Pasal 6 ayat(7) Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT

PEMBERITAHUAN (SPT).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243 /PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang selanjutnya disebut
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Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh
adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang PPh.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat
PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
selanjutnya  disingkat PPnBM adalah Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
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10.
11.

12.

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.

SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah
perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu
termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal
Pajak.

Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya
disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk menilai kelengkapan

pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan

1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3
SPT meliputi:
a. SPT Masa, yang terdiri atas:
1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;
dan
b. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:
1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun
Pajak; dan
2.  SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun
Pajak.
SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk:
a. dokumen elektronik; atau

b. formulir kertas (hardcopy).

www.peraturan.go.id



(3)

2018, No.180

Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT

Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan tahun kalender, dalam hal
Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun
kalender;

b. menggunakan tahun kalender yang di
dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih
banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi
2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau

c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam
hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun
kalender dengan jumlah bulan yang sama pada

masing-masing tahun kalender.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3A

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam

bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh

pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak
dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima
pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari
tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil
negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat
negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih
dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa
Pajak;

b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak
Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan
PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih
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